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ABSTRAK 
 
Alfrianti Alimuddin (B111 09463), Tuntutan Hak Asuh Anak 
oleh Seorang Suami (Studi Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 
339/Pdt.G/2010/PA Mks) dibimbing oleh Musakkir sebagai 
Pembimbing I, dan Mustafa Bola sebagai Pembimbing II.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang menjadi 
pertimbangan seorang suami sehingga mengajukan tuntutan hak asuh 
anak dan untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim 
dalam mengabulkan tuntutan hak asuh anak seorang suami. 
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Makassar dengan 
melakukan wawancara terhadap hakim dan juga kuasa hukum dari pihak 
suami yang mengajukan tuntutan hak asuh anak.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan suami 
mengajukan tuntutan hak asuh anak adalah: Erick Kokasim bin Roby 
sebagai suami merasa lebih berhak memperoleh hak asuh anaknya 
karena istri tidak memiliki waktu yang banyak untuk mengasuh anaknya. 
Selain itu, suami juga sangat mengkhawatirkan kondisi anak mengingat 
pergaulan istri yang mengarah kepada pergaulan narkoba sehingga akan 
berpengaruh pada perkembangan jiwa dan masa depan anaknya jika 
anak berada dalam pengasuhan istri. Suami menuntut hak asuh anak 
dikarenakan anak selama ini diasuh oleh orang tua suami dan pada saat 
proses perceraian anak berada dalam asuhan suami. Suami beranggapan 
bahwa anak tidak pantas berada di bawah pengasuhan ibunya 
dikarenakan sikap dan tingkah laku istri sangat memalukan di mata 
masyarakat.. Sedangkan pertimbangan hakim mengabulkan tuntutan hak 
asuh anak yang diajukan oleh suami adalah suami mampu membuktikan 
sifat/akhlak buruk yang dimiliki istri sehingga tidak layak untuk memelihara 
anak. Selain itu, hakim menerapkan asas ius contra legem yang 
memungkinkan hakim memberikan hak asuh anak ke ayah meskipun 
telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
dan Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak adalah hak 
ibunya. Hakim melakukan tindakan contra legem karena dianggap istri 
tidak dapat memberi contoh yang baik untuk anaknya dan demi 
kepentingan serta masa depan anak maka hak asuh anak diberikan 
kepada suami sebagai ayahnya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur 
bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan 
perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah 
peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin 
pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit lagi dapatlah 
dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana 
caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan 
pelaksanaan daripada putusannya (Sudikno Mertokusumo, 2006: 2). 
Hukum acara perdata merupakan hukum yang diterapkan dalam 
proses beracara yang dimulai dengan pengajuan gugatan, pemeriksaan di 
pengadilan, pembuktian, hingga pada putusan hakim. Dalam hal gugatan, 
dikenal yang dimaksud gugatan voluntair dan gugatan kontentiosa. 
Gugatan voluntair merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam 
bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang 
ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (M. Yahya Harahap, 2011: 29). 
Dalam perkara voluntair, biasanya yang diajukan ialah berupa suatu 
permohonan dimana tidak ada sengketa, sehingga perkara voluntair ini 
bersifat ex parte (Bambang Sugeng, Sujayadi, 2011: 23). Artinya perkara 
ini diajukan tanpa adanya pihak lawan. Sedangkan, gugatan kontentiosa 
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merupakan gugatan perdata dalam praktik artinya perkaranya bersifat 
partai atau perselisihan di antara para pihak, yaitu antara penggugat dan 
tergugat (Sophar Maru Hutagalung, 2011: 1).  
Dalam proses beracara, gugatan lebih diidentikkan dengan gugatan 
kontentiosa. Seseorang mengajukan gugatan pada dasarnya dikarenakan 
sengketa hak dari masing-masing pihak. Pihak yang mengajukan gugatan 
disebut sebagai penggugat dan pihak yang digugat disebut sebagai 
tergugat. Sengketa hak yang dimaksud dapat berupa sengketa hak dalam 
hal perkawinan, tanah, dan lain-lain. Sengketa hak dalam perkawinan 
lazimnya diwujudkan dalam gugatan perceraian baik diajukan oleh suami 
maupun istri. Gugatan perceraian dapat diajukan dengan alasan-alasan 
yang dijabarkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) sebagai berikut: 
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, 
penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 
b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun 
berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang 
sah atau karena hal lain di luar kemauannya; 
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun 
atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan 
berlangsung. 
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan 
berat yang mernbahayakan terhadap pihak yang lain. 
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang 
mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 
suami/isteri. 
f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi 
dalam rumah-tangga. 
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Dalam mengajukan gugatan perceraian, jika antara penggugat dan 
tergugat memiliki anak, maka hal yang juga merupakan bagian daripada 
tuntutannya adalah tuntutan hak asuh anak atau pemeliharaan anak. 
Namun, perebutan atas siapa yang berhak memelihara anak tersebut 
semestinya tidak perlu terjadi karena hal tersebut telah diatur secara 
hukum. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
Pasal 41 huruf a dinyatakan bahwa:    
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau 
bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, 
semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada 
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan 
memberi keputusannya.  
 
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, disimpulkan bahwa 
pengadilan berhak memberikan keputusan bilamana terjadi perselisihan 
mengenai penguasaan anak.  Selain itu, Kompilasi Hukum Islam dalam 
Pasal 105 mengatur bahwa: 
Dalam hal terjadinya perceraian:  
a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 
12 tahun adalah hak ibunya;  
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada 
anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai 
pemegang hak pemeliharaanya;  
c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.  
 
Meskipun telah diatur dengan jelas dalam Kompilasi Hukum Islam 
mengenai pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, 
namun dalam praktik di pengadilan sering hakim memutuskan 
pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ayahnya. Salah 
satu contohnya adalah perkara perceraian antara Erick Kokasim bin Roby 
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dengan Hasriani binti Sance di Pengadilan Agama Makassar yang mana 
hakim memutuskan untuk memberikan hak pemeliharaan anak kepada 
suami.  
Hal-hal inilah yang menjadikan peneliti ingin mengkaji masalah 
tuntutan hak asuh anak oleh suami yang terdapat pada putusan 
Pengadilan Agama Makassar Nomor 339/Pdt.G/2010/PA Mks, yang 
mengabulkan tuntutan hak asuh anak oleh suami dengan 
mengesampingkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai 
pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya.  
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian singkat di atas peneliti merumuskan masalah 
sebagai berikut:  
1. Bagaimana pertimbangan seorang suami sehingga mengajukan 
tuntutan hak asuh anak? 
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan tuntutan hak 
asuh anak oleh seorang suami? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan seorang 
suami sehingga mengajukan tuntutan hak asuh anak.  
2. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam 
mengabulkan tuntutan hak asuh anak oleh seorang suami. 
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D. Kegunaan Penelitian 
1. Kegunaan teoritis 
a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya 
pembaruan hukum khususnya mengenai tuntutan hak asuh 
anak oleh seorang suami.  
b. Sebagai bahan masukan dan landasan bagi penelitian serupa 
yang akan melakukan penyempurnaan untuk pengembangan 
ilmu hukum.  
2. Kegunaan praktis 
a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi praktisi, 
mahasiswa, dan pihak-pihak lain. Diharapkan dapat digunakan 
sebagai suatu pola penyelesaian terhadap permasalahan 
perolehan hak asuh anak yang ditemui dalam praktik.  
b. Untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana 
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Gugatan 
1. Pengertian dan Jenis/Bentuk Gugatan 
Yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu tuntutan hak yang 
diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan 
dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, 
yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan 
umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan 
kewajiban yang merugikan pihak penggugat. Terjadinya gugatan 
umumnya setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan 
kewajiban yang merugikan pihak penggugat tidak mau secara sukarela 
memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, 
sehingga akan timbul sengketa antara penggugat dan tergugat. Sengketa 
yang dihadapi oleh pihak apabila tidak bisa diselesaikan secara damai di 
luar persidangan umumnya perkaranya diselesaikan oleh para pihak 
melalui persidangan pengadilan untuk mendapatkan keadilan (Sarwono, 
2011: 31).   
Gugatan dapat disimpulkan sebagai suatu tuntutan hak dari setiap 
orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan 
kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan 
kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui 
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pengadilan, yang dalam objek pembahasan ini adalah pengadilan negeri. 
Oleh karena itu, syarat mutlak untuk dapat menggugat ke pengadilan 
haruslah atas dasar adanya perselisihan atau sengketa (Sophar Maru 
Hutagalung, 2011: 1).  
Adapun yang dimaksud “pihak lain” itu bisa terdiri dari seseorang, 
beberapa orang, atau sekelompok orang, baik atas nama suatu badan 
hukum maupun yang bukan badan hukum. Adapun pihak yang 
mengajukan tuntutan disebut dengan “penggugat” atau kalau lebih dari 
satu disebut “para penggugat”. Adapun pihak yang dituntut di pengadilan 
disebut “tergugat” atau kalau lebih dari satu disebut “para tergugat”. 
Dengan kata lain yang lebih ringkas, gugatan adalah tuntutan hak yang 
diajukan oleh pihak penggugat kepada pihak tergugat melalui pengadilan 
(Sophar Maru Hutagalung, 2011: 1).  
Dalam hal perkara perdata, dikenal yang dimaksud perkara 
voluntair dan perkara kontentiosa. Dalam perkara voluntair, biasanya yang 
diajukan ialah berupa suatu permohonan (Bambang Sugeng, Sujayadi, 
2011: 23). Permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan 
perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani 
pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. 
Ciri khas permohonan atau gugatan voluntair (M. Yahya Harahap, 2011: 
29): 
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1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the 
benefit of one party only) 
a. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon 
tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan 
kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk 
melakukan tindakan tertentu; 
b. Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan 
pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang 
lain.  
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, 
pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes of 
differences with another party) 
Berdasarkan ukuran ini tidak dibenarkan mengajukan permohonan 
tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan 
serta pembayaran sesuatu orang lain atau pihak ketiga. 
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, 
tetapi bersifat ex-parte 
Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte. 
Permohonan untuk kepentingan sepihak (on behalf of one party) atau 
yang terlibat dalam permasalahan hukum (involving only one party to a 
legal matter) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak.  
Lain halnya dengan gugatan contentiosa, gugatannya mengandung 
sengketa antara dua pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan 
9 
diminta untuk diselesaikan dalam gugatan, merupakan sengketa atau 
perselisihan di antara para pihak (between contending parties). Di masa 
yang lalu bentuk ini disebut contentiosa rechtspraak. Artinya, 
penyelesaian sengketa di pengadilan melalui proses sanggah-
menyanggah dalam bentuk replik (jawaban dari suatu jawaban), dan 
duplik (jawaban kedua kali). Atau disebut juga op tegenspraak, yaitu 
proses peradilan sanggah-menyanggah (M. Yahya Harahap, 2011: 46).  
Perkataan contentiosa atau contentious, berasal dari bahasa Latin. 
Salah satu arti perkataan itu, yang dekat kaitannya dengan penyelesaian 
sengketa perkara adalah penuh semangat bertanding atau berpolemik. Itu 
sebabnya penyelesaian perkara yang mengandung sengketa, disebut 
yurisdiksi contentiosa atau contentious jurisdiction, yaitu kewenangan 
peradilan yang memeriksa perkara yang berkenaan dengan masalah 
persengketaan (jurisdiction of court that is concerned with contested 
matters) antara pihak yang bersengketa (between contending parties) (M. 
Yahya Harahap, 2011: 46). 
Gugatan contentiosa inilah yang dimaksud dengan gugatan perdata 
dalam praktik. Sedang penggunaan gugatan contentiosa, lebih bercorak 
pengkajian teoritis untuk membedakannya dengan gugatan voluntair. 
Dalam perundang-undangan, istilah yang dipergunakan adalah gugatan 
perdata atau gugatan saja (M. Yahya Harahap, 2011: 47). 
.  
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a. Pasal 118 ayat (1) HIR mempergunakan istilah gugatan perdata. Akan 
tetapi, dalam pasal-pasal selanjutnya, disebut gugatan atau gugat saja 
(seperti dalam Pasal 119, 120, dan sebagainya). 
b. Pasal 1 Rv menyebut (tiap-tiap proses perkara perdata …, dimulai 
dengan sesuatu pemberitahuan gugatan …). Namun jika pasal itu 
dibaca keseluruhan, yang dimaksud dengan gugatan adalah gugatan 
perdata.  
Prof. Sudikno Mertokusumo, juga mempergunakan istilah gugatan, 
berupa tuntutan perdata (burgerlijke vordering) tentang hak yang 
mengandung sengketa dengan pihak lain. Begitu juga Prof. R. Subekti, 
mempergunakan sebutan gugatan, yang dituangkan dalam surat gugatan. 
Begitu juga halnya dalam praktik peradilan. Selamanya dipergunakan 
istilah gugatan. Penyebutan ini dianggap langsung membedakannya 
dengan permohonan yang bersifat voluntair. Salah satu contoh Putusan 
MA yang mengatakan: selama proses perkara belum diperiksa di 
persidangan, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan 
tergugat (M. Yahya Harahap, 2011: 47). 
Bertitik tolak dari penjelasan di atas, yang dimaksud dengan 
gugatan perdata adalah gugatan contentiosa yang mengandung sengketa 
di antara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya 
diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak (M. 
Yahya Harahap, 2011: 47-48): 
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a. Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak 
sebagai penggugat (plaintiff =  planctus, the party who institutes a legal 
action or claim), 
b. Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian, 
disebut dan berkedudukan sebagai tergugat (defendant, the party 
against whom a civil action is brought) 
Dengan demikian, ciri yang melekat pada gugatan perdata; 
c. Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung 
sengketa (disputes, differences),  
d. Sengketa terjadi di antara para pihak, paling kurang di antara dua 
pihak, 
e. Berarti gugatan perdata bersifat partai (party) dengan komposisi, pihak 
yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak 
yang lain, berkedudukan sebagai tergugat.  
 
2. Dasar Hukum Gugatan 
Di dalam UUD 1945 telah ditentukan bahwa Mahkamah Agung dan 
badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 
peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara 
adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, di samping 
Mahkamah Konstitusi, yaitu untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka 
merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu 
12 
Negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang 
bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, 
sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan 
ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan 
keadilan. Oleh karena itu, dasar dari suatu “gugatan” (tuntutan hak) 
landasannya adalah undang-undang yang dalam hal ini memberikan 
jaminan perlindungan bagi setiap orang, yang merasa hak dan 
kepentingannya dirugikan. Hukum acara secara formil hanyalah 
dipergunakan untuk mempertahankan dan menjamin pelaksanaan kaidah-
kaidah hukum materiil sebagaimana telah ada diatur dalam perundang-
undangan (Sophar Maru Hutagalung, 2011: 3).     
  
3. Formulasi Surat Gugatan 
Yang dimaksud dengan formulasi surat gugatan adalah perumusan 
(formulation) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil 
menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Sehubungan dengan itu, dalam uraian ini akan dikemukakan 
berbagai ketentuan formil yang wajib terdapat dan tercantum dalam surat 
gugatan. Syarat-syarat tersebut, akan ditampilkan secara berurutan sesuai 
dengan sistematika yang lazim dan standar dalam praktik peradilan. 
Memang benar, apa yang dikemukakan Prof. Soepomo. Pada dasarnya 
Pasal 118 dan Pasal 120 HIR, tidak menetapkan syarat formulasi atau isi 
gugatan. Akan tetapi, sesuai dengan perkembangan praktik, ada 
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kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas 
fundamentum petendi (posita) dan petitum sesuai dengan sistem 
dagvaarding. Adapun hal-hal yang harus dirumuskan dalam surat gugatan 
yaitu (M. Yahya Harahap, 2011: 51): 
a. Ditujukan (dialamatkan) kepada PN sesuai dengan Kompetensi 
Relatif 
Surat gugatan, secara formil harus ditujukan dan dialamatkan 
kepada PN sesuai dengan kompetensi relatif. Harus tegas dan jelas 
tertulis PN yang dituju, sesuai dengan patokan kompetensi relatif yang 
diatur dalam Pasal 118 HIR. Apabila surat gugatan salah alamat atau 
tidak sesuai dengan kompetensi relatif (M. Yahya Harahap, 2011: 51-52): 
1) Mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, karena gugatan 
disampaikan dan dialamatkan kepada PN yang berada di luar wilayah 
hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya; 
2) Dengan demikian, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet 
onvankelijke verklaard) atas alasan hakim tidak berwenang mengadili.  
b. Diberi tanggal 
Ketentuan undang-undang tidak menyebut surat gugatan harus 
mencantumkan tanggal. Begitu juga halnya jika surat gugatan dikaitkan 
dengan pengertian akta sebagai alat bukti, Pasal 1868 maupun Pasal 
1874 KUH Perdata, tidak menyebut pencantuman tanggal di dalamnya. 
Karena itu, jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR 
dihubungankan dengan pengertian akta sebaga alat bukti, pada dasarnya 
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tidak mewajibkan pencantuman tanggal sebagai syarat formil. Oleh karena 
itu, ditinjau dari segi hukum (M. Yahya Harahap, 2011: 52): 
1) Pencantuman tanggal, tidak imperatif dan bahkan tidak merupakan 
syarat formil surat gugatan; 
2) Dengan demikian, kelalaian atas pencantuman tanggal, tidak 
mengakibatkan surat gugatan mengandung cacat formil; 
3) Surat gugatan yang tidak mencantumkan tanggal, sah menurut 
hukum, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan 
gugatan tidak dapat diterima.  
Namun demikian, sebaiknya dicantumkan guna menjamin 
kepastian hukum atas perbuatan dan penandatanganan surat gugatan, 
sehingga apabila timbul masalah penandatanganan surat gugatan 
berhadapan dengan tanggal pembuatan dan penandatangan surat kuasa, 
segera dapat diselesaikan (M. Yahya Harahap, 2011: 52). 
c. Ditandatangani penggugat atau kuasanya 
Mengenai tanda tangan dengan tegas disebut sebagai syarat formil 
surat gugatan. Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan (M. Yahya Harahap, 
2011: 52): 
1) Gugatan perdata harus dimasukkan ke PN sesuai dengan 
kompetensi relatif. 
2) Dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan) yang 
ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya (kuasanya).  
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d. Identitas para pihak 
Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil 
keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para 
pihak, apalagi tidak menyebut identitas tergugat, menyebabkan gugatan 
tidak sah dan dianggap tidak ada. Tentang penyebutan identitas dalam 
gugatan, sangat sederhana sekali. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 
ayat (1) HIR, identitas yang harus dicantumkan cukup memadai sebagai 
dasar untuk menyampaikan panggilan atau menyampaikan 
pemberitahuan. Dengan demikian, oleh karena tujuan utama 
pencantuman identitas agar dapat disampaikan panggilan dan 
pemberitahuan, identitas yang wajib disebut, cukup meliputi nama lengkap 
dan alamat atau tempat tinggal (M. Yahya Harahap, 2011: 53-54). 
e. Fundamentum petendi 
Fundamentum petendi, berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan 
(grondslag van de lis). Dalam praktik peradilan terdapat beberapa istilah 
yang digunakan antara lain positum atau dalam bentuk jamak disebut 
posita gugatan, dan dalam bahasa Indonesia disebut dalil gugatan (M. 
Yahya Harahap, 2011: 57). 
Posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan 
penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh 
menyimpang dari dalil gugatan. Mengenai perumusan fundamentum 
petendi atau dalil gugat, muncul dua teori (M. Yahya Harahap, 2011: 57): 
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1) Pertama, disebut substantierings theorie yang mengajarkan, dalil 
gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang 
menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta 
yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab 
timbulnya peristiwa hukum tersebut. 
2) Kedua, teori individualisasi (individualisering theorie), yang 
menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan 
dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan 
hukum (rechtsverhouding) yang menjadi dasar tuntutan. Namun 
tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan 
hukum, karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses 
pemeriksaan sidang pengadilan.  
f. Petitum gugatan 
Syarat formulasi gugatan yang lain, adalah petitum gugatan. 
Supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus 
mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, 
berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan 
tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang 
harus dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak penggugat atau hukuman 
kepada tergugat atau kedua belah pihak. Ada beberapa istilah yang sama 
maknanya dengan petitum; seperti petita atau petitory maupun 
conclusum. Akan tetapi istilah yang baku dan paling sering dipergunakan 
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dalam praktik peradilan adalah petitum atau pokok tuntutan (M. Yahya 
Harahap, 2011: 63). 
g. Perumusan gugatan asesor (accesoir) 
Yang dimaksud dengan gugatan asesor adalah gugatan tambahan 
(additional claim) terhadap gugatan pokok. Tujuannya untuk melengkapi 
gugatan pokok agar kepentingan penggugat lebih terjamin meliputi segala 
hal yang dibenarkan hukum dan perundang-undangan (M. Yahya 
Harahap, 2011: 67).  
Sarwono (2011: 32) membagi ke dalam syarat formal dan syarat 
substansial dari isi suatu gugatan. Pada umumnya syarat formal yang 
harus dipenuhi oleh suatu gugatan adalah tempat dan tanggal pembuatan 
surat gugatan, meterai, dan tanda tangan. Sedangkan syarat substansial 
daripada surat permohonan gugatan yang diajukan oleh penggugat 
umumnya dalam praktik terdiri atas identitas para pihak, dan identitas 
kuasa hukum.  
Selain itu, Bambang Sugeng A.S. dan Sujayadi (2011: 28) 
memaparkan mengenai beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 
pengajuan surat gugatan sebagai berikut: 
a. Surat gugatan harus ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya 
(kuasa hukumnya). Oleh karena itu, apabila ada surat kuasa, maka 
tanggal surat gugatan harus lebih muda daripada tanggal surat 
kuasa. 
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b. Surat gugatan harus bertanggal, menyebut dengan jelas nama 
penggugat dan tergugat, tempat tinggal mereka dan kalau perlu 
jabatan kedudukan penggugat dan tergugat (ex Pasal 1357 BW). 
c. Surat gugatan harus dibuat dalam beberapa rangkap. Satu helai 
ialah aslinya untuk Pengadilan Negeri satu helai untuk arsip 
penggugat dan ditambah sekian banyak salinan lagi untuk masing-
masing tergugat dan turut tergugat. 
d. Surat gugatan harus didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri 
yang berkompeten dengan membayar suatu persekot (uang muka) 
perkara. 
 
4. Tata Cara Pemeriksaan Gugatan   
a. Sistem Pemeriksaan Secara Contradictoir 
Megenai sistem pemeriksaan digariskan dalam Pasal 125 dan 
Pasal 127 HIR. Menurut ketentuan dimaksud, sistem dan proses 
pemeriksaan adalah sebagai berikut. 
1) Dihadiri kedua belah pihak secara in person atau kuasa 
Dalam praktik pemanggilan pihak-pihak yang berperkara dilakukan 
oleh para jurusita pengganti dari pengadilan yang bersangkutan. Pasal 65, 
Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 
mengatur tentang jurusita dan jurusita pengganti menyangkut tugas dan 
wewenang (Moh. Taufik Makarao, 2009: 45). 
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Pemanggilan para pihak secara resmi dan patut untuk menghadiri 
persidangan yang telah ditentukan merupakan prinsip umum yang harus 
ditegakkan agar sesuai dengan asas due process of law. Namun 
ketentuan ini dapat dikesampingkan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan 
Pasal 127 HIR, yang memberi kewenangan bagi hakim melakukan proses 
pemeriksaan (M. Yahya Harahap, 2011: 69): 
a) Secara verstek (putusan di luar hadirnya tergugat) apabila tidak 
menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, padahal sudah 
dipanggil secara sah dan patut, 
b) Pemeriksaan tanpa bantahan apabila sidang berikut tidak hadir 
tanpa alasan yang sah. Misalnya, persidangan diundurkan pada 
hari yang ditentukan oleh hakim. Ternyata penggugat atau 
tergugat tidak hadir pada hari tersebut tanpa dilanjutkan untuk 
memeriksa pihak yang hadir tanpa sanggahan (without defense) 
dari pihak yang tidak hadir.  
2) Proses pemeriksaan berlangsung secara op tegenspraak 
Sistem inilah yang dimaksud dengan proses contradictoir. Memberi 
hak dan kesempatan (opportunity) kepada tergugat untuk membantah dalil 
penggugat. Sebaliknya penggugat juga berhak untuk melawan bantahan 
tergugat. Proses dan sistem seperti ini yang disebut kontradiktor yaitu 
pemeriksaan perkara berlangsung dengan proses sanggah menyanggah 
baik dalam replik-duplik maupun dalam bentuk konklusi (M. Yahya 
Harahap, 2011: 69). 
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b. Asas Pemeriksaan 
1) Mempertahankan tata hukum perdata (Burgerlijke Rechtsorde) 
Dalam penyelesaian perkara melalui proses perdata, hakim dalam 
melaksanakan fungsi peradilan yang diberikan undang-undang 
kepadanya, berperan dan bertugas untuk menegakkan kebenaran dan 
keadilan (to enforce the truth and justice). Untuk mencapai hal itu, hakim 
bertugas mempertahankan tata hukum perdata sesuai dengan kasus yang 
disengketakan dengan acuan (M. Yahya Harahap, 2011: 70): 
a) menetapkan ketentuan pasal dan peraturan perundang-undangan 
hukum materiil mana yang tepat diterapkan dalam menyelesaikan 
sengketa di antara para pihak. Dalam mempertahankan tata hukum 
perdata dimaksud, pada prinsipnya: 
i. sedapat mungkin berpatokan dan mengunggulkan (prevail) 
ketentuan peraturan perundangan hukum positif yang ada, 
ii. akan tetapi tidak mengurangi kewenangan untuk mencari dan 
menerapkan nilai-nilai perdata materiil yang hidup dalam 
kehidupan masyarakat, sepanjang nilai-nilai itu sesuai dengan 
kepatutan (appro-priateness) dan kemanusiaan, agar bisa 
diwujudkan penyelesaian sengketa yang berwawasan dan 
bernuansa moral justice dan tidak sekadar keadilan menurut 
hukum (legal justice). 
b) berdasarkan penemuan ketentuan hukum materiil itu, hakim 
menjadikannya sebagai landasan dan alasan untuk menetapkan. 
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Siapakah di antara pihak yang berperkara yang lebih utama dan lebih 
sempurna memiliki kebenaran berdasarkan sistem hukum pembuktian 
yang digariskan undang-undang.  
2) Menyerahkan sepenuhnya kewajiban mengemukakan fakta dan 
kebenaran kepada para pihak 
Dalam mencari dan menemukan kebenaran, baik kebenaran formil 
maupun kebenaran materiil, hakim terikat pada batasan-batasan ((M. 
Yahya Harahap, 2011: 70): 
a) Menyerahkan sepenuhnya kepada kemampuan dan daya upaya para 
pihak yang berperkara untuk membuktikan kebenaran masing-masing. 
Berdasarkan kebenaran itulah hakim mempertimbangkan putusan. 
Tidak boleh melampaui batas-batas fakta dan kebenaran yang 
dibuktikan para pihak; 
b) Inisiatif untuk mengajukan fakta dan kebenaran berdasarkan 
pembuktian alat bukti yang dibenarkan undang-undang, sepenuhnya 
berada di tangan pihak yang berperkara. Hal ini sesuai dengan 
patokan ajaran pembebanan pembuktian yang digariskan Pasal 1865 
KUH Perdata dan Pasal 163 HIR; 
c) Sehubungan dengan itu, pihak-pihak yang berperkara mempunyai 
pilihan dan kebebasan menentukan sikap, apakah dalil gugatan atau 
dalil bantahan akan dilawan atau tidak. Sekiranya pun tahu apa yang 
didalilkan dalam gugatan adalah bohong dan dusta, pihak lawan bebas 
untuk membantah atau mengakuinya. Sejalan dengan itu, tidak ada 
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kewajiban hukum bagi pihak yang berperkara untuk mengatakan dan 
menerangkan sesuatu hal atau peristiwa yang diperkirakan merugikan 
kedudukan dan kepentingannya. Hakim tidak dapat memaksa para 
pihak untuk melakukan atau menerangkan sesuatu. Namun apabila 
kepada salah satu pihak hakim membebankan pembuktian, dan hal itu 
tidak dilaksanakan dan dipenuhi, kelalaian atau keingkaran itu dapat 
dijadikan dasar penilaian yang merugikan pihak yang bersangkutan.   
3) Tugas hakim menemukan kebenaran formil 
Dikarenakan beban pembuktian (burden of proof) dipikul oleh para 
pihak yang kemudian diajukan ke persidangan, maka setelah hakim dalam 
persidangan menampung dan menerima segala sesuatu kebenaran 
tersebut, dia harus menetapkan kebenaran itu. Sejauh mana dan dalam 
bentuk serta wujud kebenaran yang bagaimana yang harus ditegakkan, 
para ahli hukum dan praktik peradilan berpendapat (M. Yahya Harahap, 
2011: 71): 
a) Cukup dalam bentuk kebenaran formil (formiele waarheid), yaitu cukup 
sebatas kebenaran yang sesuai dengan formalitas yang diatur oleh 
hukum; 
b) Hakim tidak dituntut mencari dan menemukan kebenaran materiil 
(materiele waarheid) atau kebenaran hakiki (ultimate truth) 
berlandaskan keyakinan hati nurani.  
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4) Persidangan terbuka untuk umum 
Prinsip ini menurut Pasal 17 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, dan 
sekarang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 harus 
diterapkan dan dilaksanakan dengan ancaman pelanggaran atasnya, 
mengakibatkan putusan batal demi hukum. Penyimpangan asas ini 
menurut Pasal 17 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, sekarang Pasal 19 ayat 
(2) Tahun 2004 hanya dimungkinkan apabila undang-undang menentukan 
lain. Salah satu ketentuan yang membolehkan pemeriksaan persidangan 
dengan pintu tertutup, diatur dalam Pasal 33 PP No. 1975 yang 
menegaskan, pemeriksaan gugatan perceraian dilaksanakan dalam 
sidang tertutup. Dalam kasus perceraian terjadi akibat hukum yang 
bertolak belakang dengan prinsip sidang terbuka untuk umum. Dalam 
pemeriksaan perceraian, apabila dilakukan terbuka untuk umum, 
mengakibatkan pemeriksaan batal demi hukum. Akan tetapi, meskipun 
dimungkinkan melakukan pemeriksaan secara tertutup, harus tetap 
diperhatikan peringatan Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970 sekarang Pasal 
20 UU No. 4 Tahun 2004 yang menegaskan (M. Yahya Harahap, 2011: 
72): 
Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan 
hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 
 
Oleh karena itu, meskipun dalam kasus tertentu dibolehkan 
pemeriksaan tertutup, namun putusan harus diucapkan dalam 
persidangan yang terbuka untuk umum.     
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5) Audi alteram partem 
Pemeriksaan persidangan harus mendengar kedua belah pihak 
secara seimbang. Pengadilan atau majelis yang memimpin pemeriksaan 
persidangan, wajib memberikan kesempatan yang sama (to give the same 
opportunity to each party) untuk mengajukan pembelaan kepentingan 
masing-masing (M. Yahya Harahap, 2011: 72).  
6) Asas imparsialitas 
Pengadilan atau hakim tidak boleh bersikap memihak atau 
menyebelah kepada salah satu pihak. Hakim tidak dibenarkan menjadikan 
proses pemeriksaan persidangan hanya menguntungkan kepentingan 
salah satu pihak. Jalannya proses pemeriksaan persidangan harus benar-
benar mencerminkan fair trial (peradilan yang jujur dan adil), tidak 
memihak, tidak diskriminatif, tetapi mendudukkan para pihak dalam 
keadaan setara di depan hukum (equal before the law) (M. Yahya 
Harahap, 2011: 73).  
 
B. Hak Asuh Anak 
1. Pengertian Anak dan Batasan Usia Anak 
Definisi mengenai anak banyak ditemui dalam beberapa peraturan 
perundang-undangan yang mengatur masalah anak, di antaranya adalah: 
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1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 
tentang Kesejahteraan Anak, memberikan definisi yaitu anak adalah 
potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah 
diletakkan oleh generasi sebelumnya. 
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak 
ketentuan Pasal 1 ayat (1) memberikan definisi yaitu Anak adalah 
orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan 
belas) tahun dan belum pernah kawin”. 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 
memberikan definisi yaitu anak adalah anak yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun. Termasuk anak yang masih berada di dalam 
kandungan. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha 
Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah, 
memberikan definisi yaitu anak adalah sebagai tunas bangsa 
merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan 
Negara. 
5. KUH Perdata (BW) memberikan batasan pengertian anak atau orang 
yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua 
puluh satu) tahun. Seperti yang terdapat dalam Pasal 330 yang 
berbunyi: “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 
genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin” 
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6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
Anak didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (5) bahwa Anak adalah setiap 
manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum 
menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal 
tersebut adalah demi kepentingannya. 
7. Pengertian anak menurut Konvensi tentang Hak-Hak Anak 
(Convention on The Right of The Child) 
Pengertian anak menurut konvensi ini, tidak jauh berbeda dengan 
pengertian anak menurut beberapa perundang-undangan lainnya. 
Anak menurut konvensi hak anak adalah sebagai berikut: 
Anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) 
tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, 
kedewasaan dicapai lebih awal”. Sedangkan pengertian anak 
sebagai korban kejahatan adalah anak yang menderita mental, 
fisik, dan sosial akibat perbuatan jahat (tindak pidana menurut Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana) orang lain yang mencari 
pemenuhan kepentingan diri yang bertentangan dengan hak dan 
kewajiban pihak korban misalnya menjadi korban perlakuan salah, 
penelantaran, perdagangan anak, pelacuran, penganiayaan, 
pemerkosaan dan sebagainya oleh ibu, bapak, dan saudaranya 
serta anggota masyarakat di sekitarnya. 
 
Pengelompokan pengertian anak, memiliki aspek yang sangat luas. 
Berbagai makna terhadap anak, dapat diterjemahkan untuk mendekati 
anak secara benar menurut sistem kepentingan agama, hukum, sosial, 
dan masing-masing bidang. Pengertian anak dari berbagai cabang ilmu 
akan berbeda-beda secara substansial, fungsi, makna, dan tujuan.  
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a) Pengertian anak menurut Hukum Pidana (Septhiany Meryam 
Saleh, 2012: 29):  
KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, 
tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang 
memakai batasan usia 16 (enam belas) tahun. Pasal ini sudah tidak 
berlaku lagi karena Pasal ini telah dicabut oleh Undang-undang Nomor 3 
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 
b) Pengertian anak menurut Hukum Perdata (Septhiany Meryam 
Saleh, 2012: 29):  
Dalam KUH perdata Pasal 330 ayat (1) didefenisikan bahwa anak 
yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 21 (dua 
puluh satu) tahun dan tidak pernah kawin sebelumnya. 
c) Pengertian anak menurut Hukum Islam (Septhiany Meryam 
Saleh, 2012: 29):  
Menurut Hukum Islam, anak disebut orang yang belum baliq atau 
belum berakal dimana mereka dianggap belum cakap untuk berbuat atau 
bertindak. Seseorang yang dikatakan baliq atau dewasa apabila telah 
memenuhi satu dari sifat di bawah ini : 
1. telah berumur 15 (Lima Belas) tahun 
2. telah keluar air mani bagi laki-laki 
3. telah datang haid bagi perempuan 
28 
Anak dalam Islam diasosiasikan sebagai makhluk ciptaan Allah 
SWT yang daif dan berkedudukan mulia, yang keberadaannya melalui 
proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah 
SWT. Secara rasional seorang anak terbentuk dari unsur gaib yang 
transendental dari proses ratifikasi sains (ilmu pengetahuan) dengan 
unsur-unsur Ilahiah yang diambil dari nilai-nilai material alam semesta dan 
nilai-nilai spiritual yang diambil dari proses keyakinan (Tauhid Islam) 
(Maulana Hassan Wadong, 2000: 6). 
Pada umumnya, dalam peraturan perundang-undangan tidak 
semua mengatur secara jelas mengenai batasan umur seorang anak. 
Adapula peraturan perundang-undangan yang hanya menggunakan istilah 
belum dewasa. Meskipun belum dewasa memiliki cakupan yang berbeda 
dengan anak, tetapi dapat diidentikkan karena anak juga merupakan 
orang yang belum dewasa.  
1) Batas usia seorang menurut ketentuan hukum perdata (Maulana 
Hassan Wadong, 2000: 24) 
Hukum perdata meletakkan batas usia anak berdasarkan Pasal 330 
ayat (1) KUH Perdata sebagai berikut: 
a. Batas antara usia belum dewasa minderjerigheid dengan telah 
dewasa meerderjerigheid, yaitu 21 tahun; 
b. Dan seorang anak yang berada dalam usia di bawah 21 yang telah 
menikah dianggap telah dewasa. 
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2) Batas usia anak menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan Pasal 7 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1), 
sebagai berikut (Maulana Hassan Wadong, 2000: 24): 
a. Dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan batas usia minimum untuk 
dapat kawin bagi seorang pria, yaitu 19 tahun dan bagi seorang 
wanita, yaitu 16 tahun. 
b. Dalam Pasal 47 ayat (1) menyebutkan batas usia minimum 18 
tahun berada dalam kekuasaan orang tua selama kekuasaan itu 
tidak dicabut. 
c. Dalam Pasal 50 ayat (1) menyebutkan batas usia anak yang belum 
mencapai 18 tahun atau belum pernah kawin berada pada status 
perwalian. 
3) Dalam hukum adat, R. Soepomo menyebutkan ciri-ciri ukuran 
kedewasaan sebagai berikut (Maulana Hassan Wadong, 2000: 24): 
a. Dapat bekerja sendiri; 
b. Cakap dan bertanggung jawab dalam masyarakat; 
c. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri; 
d. Telah menikah; 
e. Berusia 21 tahun.  
4) Batas usia anak menurut ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur 
dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 3 tentang 
Peradilan Anak bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak 
nakal telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 
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18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Maulana Hassan 
Wadong, 2000: 24).    
 
2. Hak Asuh Anak 
Putusnya suatu hubungan perkawinan merupakan hal yang sering 
dijumpai dewasa ini. Ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 
38 menetapkan bahwa penyebab putusnya perkawinan dikarenakan 
kematian, perceraian, dan juga atas keputusan pengadilan. Putusnya 
perkawinan dikarenakan perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan 
sebab dinyatakannya talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang 
perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam yang akan 
menceraikan istrinya, juga dapat dimanfaatkan oleh istri jika suami 
melanggar perjanjian taklik talak (Rachmadi Usman, 2006: 400). 
Putusnya perkawinan akibat perceraian seringkali disertai dengan 
perebutan hak asuh anak. Pada prinsipnya anak berhak diasuh oleh orang 
tuanya karena orang tualah yang paling bertanggung jawab terhadap 
pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua pula yang memiliki 
ikatan batin yang khas dan tidak tergantikan oleh apa pun dan/atau siapa 
pun. Ikatan yang khas inilah yang kemudian akan sangat mempengaruhi 
pertumbuhan dan perkembangan anak hingga anak menjadi dewasa. Jadi 
ikatan yang khas tersebut menorehkan warna positif bagi pertumbuhan 
dan perkembangan anak, maka anak akan mampu mengembangkan 
potensi yang dimilikinya secara optimal. Sebaliknya, jika kekhasan 
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hubungan dengan orang tua ini menorehkan warna yang negatif, maka hal 
itu akan sangat berpengaruh terhadap masa depan anak secara potensial 
(Darwan Prinst, 2003: 147).   
Anak korban perceraian akan mengalami guncangan psikis, 
merasa cemas, sulit bergaul, menyalahkan diri sendiri, yang akan 
berdampak pada menurunnya prestasi di sekolah. Dalam rangka 
mengurangi dampak perceraian terhadap anak setelah fase berpisahnya 
orang tua mereka. Erat kaitannya dengan kompetensi orang tua untuk 
mengasuh anak, terutama anak yang masih di bawah umur 12 tahun 
(berdasarkan standar KHI Pasal 105), negara kita cuma dikenal hak asuh 
tunggal (legal custody) yakni penetapan hak asuh anak baik pihak ayah 
maupun pihak ibu (http://www.damang.web.id/2011/12/perceraian-
kompetensi-hak-asuh-anak.html. diakses pada tanggal 1 April 2013).  
Negara Indonesia yang menganut asas tunggal menempatkan 
pilihan pada hak asuh anak berada pada ibu (mother custody) atau pada 
ayah (father custody). Hak asuh anak oleh ibu (mother custody) didukung 
oleh doktrin aliran psikologi psikoanalisis Sigmund Freud yang 
menempatkan ibu sebagai peran tunggal dengan oedipus complex adalah 
salah satu bukti kedekatan anak dengan ibunya. Freud berpendapat 
bahwa hubungan sang anak dengan ibunya sangat berpengaruh dalam 
pembentukan pribadi dan sikap-sikap sosial si anak di kemudian hari. 
Dalam soal ini seorang ibu memang mudah dilihat berperan penting bagi 
seorang anak yang dapat memperoleh kepuasan apabila dorongan rasa 
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lapar dan haus itu diatasi dan ibulah yang punya andil yang besar dalam 
kondisi demikian (http://www.damang.web.id/2011/12/perceraian-
kompetensi-hak-asuh-anak.html. diakses pada tanggal 1 April 2013). 
Menurut Bowlby dalam The Nature Of Childs Tie To His Mother 
(1990), sikap ketergantungan anak-anak pada ibu terbentuk karena ibu 
peka menanggapi setiap aktivitas bayi seperti menangis, senyum, 
menyusu dan manja. Ibu adalah orang yang pertama dan utama yang 
menjalin ikatan batin dan emosional dengan anak. Hanya ibulah yang bisa 
dengan cepat mengerti dan mampu menanggapi setiap gerak-gerik bayi. 
Ibu segera tahu kalau anaknya hendak menangis, senyum atau lapar 
(http://www.damang.web.id/2011/12/perceraian-kompetensi-hak-asuh-
anak.html. diakses pada tanggal 1 April 2013). 
Doktrin dalam aliran psikoanalisis mempengaruhi perkembangan 
ilmu pengetahuan dan tindakannya sebagai solusi untuk memenuhi 
kepentingan, mencegah terjadinya tumpang tindih kepentingan. Pengaruh 
hasil penelitian psikologi menjadi acuan bagi lembaga yang ingin 
meyelesaikan sengketa hak asuh dengan memberikan kewenangan yang 
lebih besar pada pihak ibu (http://www.damang.web.id/2011/12/ 
perceraian-kompetensi-hak-asuh-anak.html. diakses pada tanggal 1 April 
2013). 
Munculnya doktrin tender years, menganggap sebagai pihak ibu 
yang lebih berperan jika anak masih di bawah umur menjadi pegangan 
semakin besarnya hak asuh bagi pihak ibu jika terjadi perceraian. Doktrin 
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ini diartikulasikan melalui kasus people vs Hickey, bahwa bayi yang 
berada dalam tahun-tahun yang membutuhkan kelembutan secara umum 
akan tinggal dengan ibunya, selama tidak ada keberatan terhadap si ibu, 
bahkan meskipun si ayah tidak bersalah, karena ketidakmampuan ayah 
untuk memberikan kelembutan secara alamiah dibutuhkan bayi, yang 
hanya diberikan oleh ibunya, dan aturan ini akan berlaku lebih keras di 
dalam kasus anak-anak perempuan dengan umur yang lebih lanjut 
(http://www.damang.web.id/2011/12/perceraian-kompetensi-hak-asuh-
anak.html. diakses pada tanggal 1 April 2013). 
Selain hak asuh anak oleh ibu, juga dimungkinkan hak asuh anak 
oleh ayah. Watson Robert dan Henry Clay Lindgren dalam psychology of 
the child (1974: 138) menguraikan bahwa ilmu psikologi dalam sejarahnya 
hampir tidak pernah mengulas secara khusus masalah keayahan 
(fatherhood). Malah cenderung mengabaikannya. Posisi ayah akhirnya 
menjadi tidak begitu menarik dan penting dalam setiap uraian ilmu 
psikologi. Secara terbatas sekali, ilmu psikologi menyebut peran ayah 
dalam fungsinya sebagai orang tua, tetapi sebaliknya sangat menekankan 
pentingnya tokoh ibu dalam perkembangan anak (http://www. 
damang.web.id/2011/12/perceraian-kompetensi-hak-asuh-anak.html. 
diakses pada tanggal 1 April 2013). 
Teori tentang keayahan baru muncul dan berkembang pada tahun 
1970-an dan hasil penelitian banyak mengubah secara drastis konsep dan 
anggapan tentang keayahan. Analisis dan anggapan bahwa faktor biologis 
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yang membedakan peran ayah dengan ibu, kini tidak dianggap serius lagi 
dan hanya sebagai mitos saja. Ross De Parke (1981: 15) bahkan 
menegaskan Faktor biologis itu tidak dapat lagi digunakan sebagai 
argumentasi untuk menjelaskan perbedaan ayah dan ibu dalam 
kehidupan keluarga. Pandangan lama tentang ayah dan perannya 
hanyalah suatu penyimpangan pikiran zaman. Sudah muncul revolusi 
pemikiran yang menempatkan tokoh ayah penting dalam proses dan 
pengasuhan dan perkembangan anak. Tidak ada alasan yang kuat pula 
untuk menempatkan terlalu tinggi posisi ibu dalam perkembangan anak 
(http://www.damang.web.id/2011/12/perceraian-kompetensi-hak-asuh-
anak.html. diakses pada tanggal 1 April 2013). 
Kini sudah sangat diragukan kesahihan pandangan yang 
membeda-bedakan posisi ayah dan ibu terhadap anak. Tidak diragukan 
lagi bahwa ayah itu berperan penting dalam perkembangan anaknya 
secara langsung. Mereka dapat membelai, mengadakan kontak bahasa, 
berbicara, atau bercanda dengan anaknya. Semua itu akan sangat 
mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya. Ayah juga dapat 
mengatur serta mengarahkan aktivitas anak. Misalnya menyadarkan anak 
bagaimana menghadapi lingkungan dan situasi di luar rumah. Ia memberi 
dorongan, membiarkan anak mengenal lebih banyak, melangkah lebih 
jauh, menyediakan perlengkapan permainan yang menarik, mengajar 
mereka membaca, mengajak anak untuk memperhatikan kejadian dan 
hal-hal yang menarik di luar rumah, serta mengajak anak berdiskusi 
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(http://www.damang.web.id/2011/12/perceraian-kompetensi-hak-asuh-
anak.html. diakses pada tanggal 1 April 2013). 
Hasil penelitian Frank Pedersen (1990), belakangan ini telah 
memberikan pikiran baru bahwa peran ayah sangat penting. Tidak hanya 
melalui pengaruh yang bersifat langsung tetapi juga tidak langsung. Ia 
mengamati ibu yang sedang menyuap bayinya yang berusia 4 tahun, 
tinggi rendahnya ketabahan ibu dalam memberikan makanan dan besar 
kecilnya kepekaan ibu terhadap anaknya tergantung pada kadar dan 
hubungan suami isteri (http://www.damang.web.id/2011/12/perceraian-
kompetensi-hak-asuh-anak.html. diakses pada tanggal 1 April 2013). 
Pembagian peran ayah sebagai pemegang hak asuh anak pada 
dasarnya selaras dengan riset Burns, Mitchell, dan Obradovich (1989) 
Berdasarkan studi lapangan dan laboratorium, ketiga ilmuwan tersebut 
menyimpulkan ayah sebagai agen utama dalam sex typing, sementara ibu 
adalah figur yang paling bertanggung jawab dalam aspek manajerial 
pengasuhan (penentuan jenis makanan, kesehatan, kegiatan harian, 
pendidikan, dan sebagainya). Tetapi, tatkala peran gender pada masa kini 
sudah berubah sedemikian rupa (misal: bapak dan ibu sama-sama 
bekerja, namun sistem kerja ibu mengharuskannya untuk sangat sering 
menginap di luar kota, sedangkan bapak memiliki lebih banyak waktu 
untuk bertatap muka dengan anaknya), maka ketepatan dan relevansi 
tafsiran tentang hak pengasuhan dipertanyakan kembali 
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(http://www.damang.web.id/2011/12/perceraian-kompetensi-hak-asuh-
anak.html. diakses pada tanggal 1 April 2013). 
Hak asuh berarti tanggung jawab resmi untuk memelihara dan 
memutuskan masa depan mereka. Lebih jelas lagi, hak asuh adalah istilah 
hukum untuk melukiskan orang tua mana yang akan tinggal bersama si 
anak, apakah hal itu telah diputuskan oleh pengadilan atau tidak (Ann 
Mitchell, 1986: 90).  
Dalam hukum Islam, hak asuh anak dikenal dengan istilah 
hadhanah. Dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk 
maksud yang sama yaitu kaffalah dan hadhanah. Yang dimaksud dengan 
hadhanah atau kaffalah dalam arti sederhana ialah “pemeliharaan” atau 
“pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeriharaan anak 
yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan 
dalam fiqh karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi 
perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah 
dan/atau ibunya (Amir Syarifuddin, 2009: 327-328).  
Hadhanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat 
dengan tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu 
dalam pangkuan. Seorang ibu waktu menyusukan, meletakkan anak di 
pangkuannya dan melindunginya dari segala yang menyakiti. Erat 
hubungannya dengan pengertian tersebut, hadhanah menurut istilah ialah 
tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia 
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lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri (Satria Effendi 
M. Zein, 2010: 166). 
Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai umur tertentu 
memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan 
fisiknya, maupun dalam pembentukan akhlaknya. Seseorang yang 
melakukan tugas hadhanah sangat berperan dalam hal tersebut. Oleh 
sebab itu masalah hadhanah mendapat perhatian khusus dalam ajaran 
Islam. Di atas pundak kedua orang tuanyalah terletak kewajiban untuk 
melakukan tugas tersebut. Bilamana kedua orang tuanya tidak dapat atau 
tidak layak untuk tugas itu disebabkan tidak mencukupi syarat-syarat yang 
diperlukan menurut pandangan Islam, maka hendaklah dicarikan 
pengasuh yang mencukupi syarat-syaratnya. Untuk kepentingan seorang 
anak, sikap peduli dari kedua orang tua terhadap masalah hadhanah 
memang sangat diperlukan. Jika tidak, maka bisa mengakibatkan seorang 
anak tumbuh tidak terpelihara dan tidak terarah seperti yang diharapkan. 
Maka yang paling diharapkan adalah keterpaduan kerja sama antara ayah 
dan ibu dalam melakukan tugas ini. Jalinan kerja sama antara keduanya 
hanya akan diwujudkan selama kedua orang tua itu masih tetap dalam 
hubungan suami-istri. Dalam suasana yang demikian, kendatipun tugas 
hadhanah sesuai dengan tabiatnya akan lebih banyak dilakukan oleh 
pihak ibu, namun peranan seorang ayah tidak bisa diabaikan, baik dalam 
memenuhi segala kebutuhan yang memperlancar tugas hadhanah, 
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maupun dalam menciptakan suasana damai dalam rumah tangga di mana 
anak diasuh dan dibesarkan (Satria Effendi M. Zein, 2010: 166-167). 
Harapan di atas tidak akan terwujud, bilamana terjadi perceraian 
antara ayah dan ibu si anak. Perceraian merupakan salah satu perkara 
yang paling banyak ditangani di Pengadilan Agama Makassar. Tahun 
2010, terdapat 539 perkara cerai talak dan 998 perkara cerai gugat. 
Tahun 2011, terdapat 439 perkara cerai talak dan 1199 perkara cerai 
gugat. Tahun 2012, terdapat 567 perkara cerai talak dan 1238 perkara 
cerai gugat. Tahun 2013 sejak Januari hingga Pebruari terdapat 78 
perkara cerai talak dan 190 perkara cerai gugat.  
Peristiwa perceraian, apapun alasannya merupakan malapetaka 
bagi si anak. Di saat itu si anak tidak lagi merasakan kasih sayang 
sekaligus dari kedua orang tuanya. Padahal merasakan kasih sayang 
kedua orang tua merupakan unsur penting bagi pertumbuhan mental 
seorang anak. Pecahnya rumah tangga kedua orang tua, tidak jarang 
membawa kepada terlantarnya pengasuhan anak. Bilamana terjadi 
perceraian, timbul permasalahan, siapakah di antara kedua orang tua 
yang paling berhak terhadap anak, yang selanjutnya melakukan tugas 
hadhanah. Masalahnya akan menjadi lebih rumit, bilamana masing-
masing dari kedua orang tua tidak mau mengalah disebabkan 
pertimbangan prinsipil dalam pandangan kedua belah pihak.  
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Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur 
yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh 
yang disebut hadhin dan anak yang diasuh atau mahdhun. Keduanya 
harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas 
pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara 
bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan itu. 
Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu 
dan/atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri 
(Amir Syarifuddin, 2009: 328). 
Ayah dan ibu yang akan bertindak sebagai pengasuh disyaratkan 
hal-hal sebagai berikut (Amir Syarifuddin, 2009: 328-329): 
a. Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu 
melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum memenuhi 
persyaratan. 
b. Berpikiran sehat. Orang yang kurang akalnya seperti idiot mampu 
berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak 
akan mampu berbuat untuk orang lain. 
c. Beragama Islam. Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumhur ulama, 
karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan 
mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau diasuh oleh orang yang 
bukan Islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari 
agamanya. 
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d. Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan 
dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini 
disebut fasiq yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang 
komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh 
dan memelihara anak yang masih kecil.  
Dalam literatur lain, Satria Effendi M. Zein (2010: 183) 
mengemukakan, adapun tentang seseorang yang akan melakukan 
hadhanah, demi kepentingan anak, maka ia hendaklah sudah balig, 
berakal, dan tidak terganggu ingatannya, sebab hadhanah itu merupakan 
pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab penuh. Seseorang yang 
terkena gangguan jiwa atau ingatan tidak layak untuk melakukan tugas 
hadhanah. Dari kalangan Hambali ada yang menambahkan agar yang 
melakukan hadhanah tidak mengidap penyakit menular.  
Di samping itu, seseorang yang akan melakukan hadhanah harus 
mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik 
anak yang diasuh, dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa 
mengakibatkan tugas hadhanah menjadi terlantar. Syarat lain yang tidak 
kalah pentingnya ialah bahwa seseorang yang melakukan hadhanah 
hendaklah dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dengan itu 
dapat menjamin pemeliharaan anak yang diasuh. Orang yang rusak 
akhlak dan agamanya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada 
anak, oleh karena itu tidak layak melakukan tugas ini. Tugas hadhanah 
termasuk usaha untuk mendidik anak menjadi muslim yang baik dan hal 
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itu menjadi kewajiban mutlak atas kedua orang tua, sesuai dengan 
maksudnya Ayat 6 Surah At-Tahrim yang mengajarkan agar memelihara 
diri dan keluarga dari siksaan neraka. Untuk tujuan itu perlu adanya 
pendidikan dan pengarahan dari waktu kecil. Tujuan tersebut akan sulit 
tercapai bilamana yang mendampingi atau yang mengasuhnya orang 
yang rusak akhlaknya (Satria Effendi M. Zein, 2010: 184).  
Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (mahdhun) itu adalah 
(Amir Syarifuddin, 2009: 329): 
1. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri 
sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri. 
2. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalnya dan oleh karena itu 
tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. 
Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akalnya tidak boleh 
berada di bawah pengasuhan siapa pun.  
Bila kedua orang tua si anak masih lengkap dan memenuhi syarat, 
maka yang paling berhak melakukan hadhanah atas anak adalah ibu. 
Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan 
dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat muda itu dibutuhkan 
kasih sayang. Bila anak berada dalam asuhan seorang ibu, maka segala 
biaya yang diperlukan untuk itu tetap berada di bawah tanggung jawab si 
ayah. Hal ini sudah merupakan pendapat yang disepakati ulama (Amir 
Syarifuddin, 2009: 329).   
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C. Peradilan Agama 
Mahadi mendefinisikan peradilan sebagai “suatu proses yang 
berakhir dengan memberikan keadilan dalam suatu keputusan”. Selain itu, 
pengertian peradilan juga dikemukakan oleh Abdul Gani Abdullah sebagai 
“kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas 
nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan. Peradilan adalah daya 
upaya untuk mencari keadilan dan penyelesaian perselisihan hukum yang 
dilakukan menurut peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga 
tertentu dalam pengadilan”. Dalam nada lain, Rifyal Ka‟bah menyatakan 
bahwa, peradilan dalam Islam mempunyai arti ucapan mengikat yang 
keluar dari kekuasaan publik, atau kata putus dalam masyarakat 
berdasarkan kebenaran, atau diartikan juga dengan putusan yang sesuai 
dengan apa yang diturunkan Allah dan pemberitaan tentang ketentuan 
hukum syara’ (sah secara Islam) yang bersifat mengikat (Jaenal Aripin, 
2008: 252).  
Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan 
hukum Islam kepada orang Islam yang mencari keadilan di Pengadilan 
Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, dalam sistem peradilan nasional di 
Indonesia. Selain itu, peradilan umum merupakan salah satu pelaksana 
kekuasaan kehakiman dalam Negara Republik Indonesia. Lembaga 
peradilan dimaksud, mempunyai kedudukan yang sama, sederajat dengan 
kewenangan yang berbeda (Zainuddin Ali, 2008: 92).  
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Peradilan dapat diidentifikasi sebagai bagian dari pranata hukum 
(legal institution) untuk memenuhi kebutuhan penegakan hukum dan 
keadilan. Sedangkan pengadilan merupakan lembaga yang 
menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan tersebut, sebagai 
pelaksanaan sebagian dari kekuasaan negara, yaitu kekuasaan 
kehakiman. Oleh karena peradilan diidentifikasi sebagai pranata hukum, 
maka di dalamnya terdapat jaringan hubungan antar manusia yang 
meliputi: (1) kekuasaan Negara yang merdeka; (2) penyelenggara 
kekuasaan Negara, yaitu pengadilan; (3) prosedur menerima, memeriksa, 
mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara; (4) perkara-perkara 
yang menjadi kewenangan pengadilan; (5) orang-orang yang berperkara, 
yaitu pihak-pihak; (6) hukum yang dijadikan rujukan dalam berperkara; 
dan (7) penegakan hukum dan keadilan sebagai tujuan (Cik Hasan Bisri, 
2000: 6).  
 
1. Pengertian Putusan Pengadilan 
Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan 
gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, 
pembuktian dan kesimpulan yang diajukan baik oleh penggugat maupun 
tergugat selesai dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi 
yang ingin dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan 
terhadap perkara tersebut.  
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Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai 
pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan 
dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau 
sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang 
disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam 
bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. 
Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai 
putusan sebelum diucapkan oleh hakim di persidangan. Putusan yang 
diucapkan di persidangan (uitspraak) tidak boleh berbeda dengan yang 
tertulis (vonnis). Mahkamah Agung dalam Surat Edarannya No. 5/1959 
Tanggal 20 April 1959 dan No. I/1962 Tanggal 7 Maret 1962 
menginstruksikan antara lain agar pada waktu putusan diucapkan konsep 
putusan sudah harus selesai. Sekalipun maksud surat edaran tersebut 
ialah untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi 
dapat dicegah pula adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan 
yang tertulis. Kalau ternyata ada perbedaan antara yang diucapkan 
dengan yang tertulis, maka yang sah adalah yang diucapkan: lahirnya 
putusan itu sejak diucapkan. Tetapi sulitnya di sini ialah pembuktian 
bahwa yang diucapkan berbeda dengan yang ditulis. Oleh karena itu 
setiap berita acara sidang seyogyanya harus sudah selesai sehari 
sebelum sidang berikutnya atau paling lama satu minggu sesudah sidang 
dan setiap putusan yang akan dijatuhkan sudah harus ada konsepnya 
(Sudikno Mertokusumo, 2006: 210). 
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Selain itu putusan pengadilan diartikan sebagai pernyataan hakim 
yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk 
menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata (Riduan Syahrani dalam 
Moh. Taufik Makarao, 2009: 125).   
 
2. Jenis Putusan Pengadilan 
Pasal 185 HIR/196 Rbg menentukan, putusan yang bukan 
merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan 
juga, tidak dibuat secara terpisah, melainkan hanya dituliskan dalam berita 
acara persidangan saja. Kedua belah pihak dapat meminta supaya 
kepada mereka diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan ongkos 
sendiri. Selanjutnya Pasal 190 (1) HIR/ 201 (1) Rbg menentukan, bahwa 
putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama permintaan 
banding terhadap putusan akhir (Moh. Taufik Makarao, 2009: 128-129). 
Dari ketentuan tersebut, maka dapat dibedakan putusan 
pengadilan atas 2 (dua) jenis yaitu:  
a. Putusan sela (tussen vonnis) 
Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan 
akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau 
mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara (Moh. Taufik Makarao, 
2009: 129). 
Dalam hukum acara dikenal beberapa macam putusan sela yaitu 
(Moh. Taufik Makarao, 2009: 129-130): 
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1. Putusan preparatoir, yaitu putusan persiapan mengenai jalannya 
pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan 
putusan akhir. Sebagai contoh, putusan untuk menolak pengunduran 
pemeriksaan saksi. 
2. Putusan interlocutoir, yaitu putusan yang isinya memerintahkan 
pembuktian. Sebagai contoh, putusan untuk memeriksa saksi atau 
pemeriksaan setempat. Karena putusan ini menyangkut masalah 
pembuktian, maka putusan interlocutoir akan mempengaruhi putusan 
akhir. 
3. Putusan incidentiel, adalah putusan yang berhubungan dengan insiden 
yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Contoh: 
putusan yang membolehkan pihak ketiga ikut serta dalam suatu 
perkara.  
4. Putusan provisionial, yaitu putusan yang menjawab tuntutan provisi 
yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan 
pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan 
akhir dijatuhkan. Sebagai contoh, dalam perceraian sebelum pokok 
perkara diputuskan, istri minta dibebaskan dari kewajiban untuk tinggal 
bersama dengan suaminya, karena suaminya sering menganiaya.   
b. Putusan akhir (eind vonnis) 
Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara pada 
tingkat pemeriksaan pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, 
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pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung (Moh. Taufik Makarao, 2009: 
130). 
Dalam hukum acara perdata, putusan akhir diklasifikasikan menjadi 
3 (tiga) jenis, yaitu (Abdulkadir Muhammad, 2000: 149-150): 
1. Putusan kondemnator (condemnatoir vonnis, condemnatory verdict) 
adalah putusan yang bersifat menghukum. Dalam perkara perdata, 
hukuman artinya kewajiban untuk memenuhi prestasi yang dibebankan 
oleh hakim. Menghukum artinya membebani kewajiban untuk 
berprestasi terhadap lawannya. prestasi itu dapat berwujud memberi 
sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam putusan 
kondemnator ada pengakuan atau pembenaran hak penggugat atas 
suatu prestasi yang dituntutnya atau tidak ada pembenaran atas suatu 
prestasi yang dituntutnya. Hak atas suatu prestasi yang telah 
ditetapkan oleh hakim dalam putusan kondemnator dapat 
dilaksanakan dengan paksaan (forcelijk executie, forcible execution).  
2. Putusan deklarator (declaratoir vonnis, declaratory verdict) adalah 
putusan yang bersifat menyatakan hukum atau menegaskan hukum 
semata-mata. Dalam putusan ini dinyatakan bahwa keadaan hukum 
tertentu yang dimohonkan itu ada atau tidak ada. Dalam putusan 
deklarator tidak ada pengakuan sesuatu hak atas prestasi tertentu. 
Umumnya putusan deklarator terjadi dalam lapangan hukum badan 
pribadi, misalnya pengangkatan anak, kelahiran, penegasan hak atas 
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suatu benda. Putusan deklarator bersifat penetapan saja tentang 
keadaan hukum, tidak bersifat mengadili karena tidak ada sengketa.  
3. Putusan konstitutif (constitutief vonnis, constitutive verdict) adalah 
putusan yang bersifat menghentikan keadaan hukum lama atau 
menimbulkan keadaan hukum baru. Dalam putusan ini suatu keadaan 
hukum tertentu dihentikan, atau ditimbulkan suatu keadaan hukum 
baru, misalnya putusan pembatalan perkawinan, pembatalan 
perjanjian. Dalam putusan konstitutif tidak diperlukan pelaksanaan 
dengan paksaan karena dengan diucapkannya putusan itu sekaligus 
keadaan hukum lama berhenti dan timbul keadaan hukum baru.  
 
3. Kekuatan Putusan Peradilan Agama 
Putusan pengadilan mempunyai 3 kekuatan, yaitu: (1) kekuatan 
mengikat (bindende kracht), (2) kekuatan bukti (bewijzende kracht),dan (3) 
kekuatan eksekusi (executoriale kracht) (Roihan A. Rasyid, 2005: 213). 
Suatu putusan mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai 
kekuatan bukti ialah setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan 
hukum yang tetap (in kracht). Suatu putusan dikatakan in kracht ialah 
apabila upaya hukum seperti verzet, banding, kasasi, tidak dipergunakan 
dan tenggang waktu untuk itu sudah habis, atau telah mempergunakan 
upaya hukum tersebut dan sudah selesai. Upaya hukum terhadap putusan 
yang telah in kracht tidak ada lagi kecuali permohonan peninjauan kembali 
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ke Mahkamah Agung tetapi hanya dengan alasan-alasan sangat tertentu 
sekali (Roihan A. Rasyid, 2005: 213).   
a. Kekuatan mengikat 
Putusan Pengadilan Agama yang dijatuhkan oleh hakim adalah 
untuk menyelesaikan perkara antara penggugat dengan tergugat yaitu 
dengan cara menetapkan siapa yang berhak dan apa pula hukumnya. 
Kalau pihak-pihak yang berperkara tidak dapat menyelesaikan sengketa 
mereka sendiri secara damai dan kemudian mengajukan penyelesaiannya 
kepada Pengadilan Agama, maka konsekuensinya adalah pihak-pihak 
yang berperkara tersebut seharusnya tunduk dan patuh atas putusan 
yang dijatuhkan oleh Pengadilan. Oleh karena itu, putusan yang 
dijatuhkan pengadilan semestinya diterima oleh pihak-pihak yang 
berperkara dengan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan 
putusan Pengadilan Agama tersebut. Dengan demikian, putusan 
pengadilan tersebut mengikat terhadap pihak-pihak yang berperkara 
(Chattib Rasyid, Syaifuddin, 2009: 119). 
b. Kekuatan pembuktian 
Putusan Pengadilan Agama adalah bentuk tertulis dan Pengadilan 
Agama adalah lembaga yang berwenang untuk membuat putusan sesuai 
dengan kewenangan absolut yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, 
putusan Pengadilan Agama tersebut dikategorikan kepada akta otentik 
yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna. Artinya, 
bahwa para pihak terkait dengan apa yang disebutkan dalam putusan 
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Pengadilan Agama tersebut dan putusan Pengadilan Agama itu juga 
merupakan alat bukti yang sempurna tentang penyelesaian apa yang 
disengketakan oleh para pihak. Selanjutnya putusan Pengadilan Agama 
tersebut dapat dipergunakan para pihak sebagai alat bukti untuk 
mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama, kasasi ke Mahkamah 
Agung RI atau mengajukan permohonan eksekusi apabila pihak yang 
dikalahkan tidak bersedia melaksanakan isi putusan Pengadilan Agama 
tersebut secara sukarela (Chattib Rasyid, Syaifuddin, 2009: 119-120).  
c. Kekuatan eksekutorial 
Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan 
eksekutorial hanyalah putusan yang bersifat condemnatoir. Mempunyai 
kekuatan eksekutorial, maksudnya adalah mempunyai kekuatan untuk 
dilaksanakan secara paksa terhadap pihak yang tidak melaksanakan 
putusan tersebut secara sukarela (Chattib Rasyid, Syaifuddin, 2009: 120).  
 
4. Kewenangan Peradilan Agama 
Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan 
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai 
perkara tertentu. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan Agama 
dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. 
Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama sebagai 
Pengadilan Negara Tertinggi (Sukarno Aburaera, 2012: 26). Sebagai 
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suatu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, Peradilan Agama 
memiliki wewenang yang diatur dalam perundang-undangan.    
Wewenang (kompetensi) peradilan agama diatur dalam Pasal 49 
sampai dengan Pasal 53 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatif dan wewenang absolut. 
Wewenang relatif peradilan agama merujuk pada Pasal 118 HIR atau 
Pasal 142 R.bg jo Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama, sedang wewenang absolut berdasarkan 
Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama, yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perdata bidang: (a) 
perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan 
hukum Islam; dan (c) wakaf dan sedekah. Pasal 49 Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 ini sekarang sudah diamandemen dengan keluarnya 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sulaikin Lubis, 2008: 107). 
Wewenang sering pula diartikan sebagai kekuasaan. Kata 
“kekuasaan” sering disebut “kompetensi” yang berasal dari bahasa 
Belanda “competentie”, yang kadang-kadang diterjemahkan dengan 
“kewenangan” dan terkadang dengan “kekuasaan”. Kekuasaan atau 
kewenangan peradilan kaitannya adalah dengan hukum acara, 
menyangkut dua hal, yaitu: “kekuasaan relatif” dan “kekuasaan absolut” 
(A. Basiq Djalil, 2006: 145-146). 
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a. Wewenang absolut 
Kekuasaan absolut yakni kekuasaan pengadilan yang berhubungan 
dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan 
dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau 
tingkatan pengadilan lainnya. Sebagai contoh, Pengadilan Agama 
berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, 
sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan peradilan umum. 
Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara 
dalam tingkat pertama tidak boleh langsung berperkara ke Pengadilan 
Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung (A. Basiq Djalil, 2006: 147). 
Dalam Pasal 49 sampai Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemenkan dengan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dijelaskan tentang kewenangan 
dan kekuasaan Pengadilan Agama. Dalam Pasal 49 ditentukan bahwa 
Peradilan Agama bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang 
yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, 
wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah. Sedangkan Pengadilan 
Tinggi Agama berwenang dan bertugas mengadili perkara-perkara yang 
menjadi wewenang, dan tugas Pengadilan Agama dalam tingkat banding, 
juga menyelesaikan sengketa yurisdiksi antara Pengadilan Agama (A. 
Basiq Djalil, 2006: 150).  
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Bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan 
Peradilan Agama adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (A. Basiq Djalil, 2006: 150): 
1. Izin beristri lebih dari seorang; 
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 
tahun, dalam hal orang tua atau wali keluarga dalam garis lurus ada 
perbedaan pendapat; 
3. Dispensasi kawin; 
4. Pencegahan perkawinan; 
5. Penolakan perkawinan oleh PPN; 
6. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri; 
7. Perceraian karena talak; 
8. Gugatan perceraian; 
9. Penyelesaian harta bersama; 
10. Ibu dapat memikul biaya penghidupan anak bila bapak yang 
seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya; 
11. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada 
bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri; 
12. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak; 
13. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 
14. Penunjukan kekuasaan wali; 
15. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan Agama dalam hal 
kekuasaan seorang wali dicabut; 
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16. Menunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup 
umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada 
penunjukan wali oleh orang tuanya; 
17. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah 
menyebabkan kerugian atas anak yang ada di bawah kekuasaannya; 
18. Penetapan asal-usul anak; 
19. Keputusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk 
melakukan perkawinan campur; 
20. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dijalankan 
menurut peraturan yang lain; 
21. Bidang kewarisan yang menjadi tugas dan wewenang peradilan 
Agama.     
b. Wewenang relatif 
Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu 
jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan 
pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan (A. Basiq Djalil, 2006: 
146). Misalnya antara Pengadilan Negeri Maros dengan Pengadilan 
Negeri Bulukumba, Pengadilan Agama Polewali dengan Pengadilan 
Agama Jeneponto. Pengadilan Negeri Maros dan Bulukumba merupakan 
peradilan umum, sedangkan Pengadilan Agama Polewali dan Jeneponto 
termasuk dalam lingkungan peradilan agama dan satu tingkatan yakni 
sama-sama tingkat pertama.  
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Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 
berbunyi (A. Basiq Djalil, 2006: 145-146): 
“Peradilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota 
dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota”. 
Pada penjelasan Pasal 4 Ayat 1 berbunyi: “Pada dasarnya 
tempat kedudukan Pengadilan Agama dan di ibu 
kota/kabupaten, atau kota, tetapi tidak tertutup kemungkinan 
adanya pengecualian.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dapat 
dipertanggungjawabkan, maka penelitian dilakukan di Makassar, yaitu di 
Pengadilan Agama Makassar dengan pertimbangan bahwa gugatan 
perceraian baik itu berupa cerai gugat maupun cerai talak yang juga 
melakukan tuntutan hak asuh anak banyak diajukan di Pengadilan Agama 
Makassar. Selain itu, Pengadilan Agama Makassar yang menangani 
kasus yang menjadi objek penelitian ini.   
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Di dalam penulisan ini peneliti menggunakan dua jenis sumber 
data, yaitu data primer dan data sekunder. 
1. Data primer 
Yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung, yakni 
dengan Hakim di Pengadilan Agama Makassar, kuasa hukum pihak suami 
yang menangani perkara perolehan hak asuh anak oleh seorang suami 
yang menjadi objek penelitian.  
2. Data sekunder 
Yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, peraturan 
perundang-undangan, serta dari media internet yang ada kaitannya 
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dengan masalah yang akan dibahas berkenaan dengan kajian dalam 
perolehan hak asuh anak oleh suami. 
  
C. Teknik Pengumpulan Data 
Sebagai tindak lanjut untuk memperoleh data sebagaimana yang 
diharapkan, maka diperlukan pengumpulan data dengan teknik sebagai 
berikut: 
1. Interview (wawancara) 
Yaitu suatu metode pengumpulan data melalui tanya jawab atau 
suatu wawancara langsung, yakni dengan Hakim di Pengadilan Agama 
Makassar, kuasa hukum pihak suami yang menangani perkara perolehan 
hak asuh anak oleh seorang suami yang menjadi objek penelitian.  
2. Studi dokumen (berkas) 
Merupakan suatu metode pengumpulan data dengan menelaah 
dan mengkaji dokumen dari instansi terkait berupa putusan Pengadilan 
Agama Makassar Nomor 339/Pdt.G/2010/PA Mks, serta bahan-bahan 
tertulis lainnya, yang berhubungan dengan objek penelitian. 
 
D. Teknik Analisa Data 
Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara 
kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, 
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menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang 
erat kaitannya dengan penelitian ini. 
Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data 
penelitian yang telah diperoleh, sehingga membentuk deskripsi yang 
mendukung kualifikasi ujian.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Kasus Posisi 
1. Kedudukan Para Pihak 
Adapun pihak-pihak yang berperkara adalah sebagai berikut: 
a. Erick Kokasim bin Roby, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan 
wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Penghibur No. 58 Kelurahan 
Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dalam hal ini 
memberikan kuasa kepada Nico Simen, S.H., Dr. Titi S. Slamet, S.H., 
M.H., dan Ratna Jumaing, S.H., M.H., ketiganya Advokat dan Kurator, 
Nico Simen dan Titi S. Slamet, berkantor di Jalan Rajawali No. 45, 
Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat 
tertanggal 5 April 2010, yang didaftar di Notaris Makassar Betsy Sirua, 
S.H., tanggal 10 April 2010, dengan Nomor 277/daft/2010, dan 
diregister oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 
W20-A1/Sku.122/HK.05/2010/PA. Mks, tanggal 12 April 2010, 
selanjutnya sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.  
b. Hasriani binti Sance, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan 
wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sungai Pareman II, No. 24, 
Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota 
Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Willibrordus 
Pondaag, S.H., dan Dorotheus Rettob, S.H., keduanya 
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advokat/pengacara pada kantor advokat Pondaag Rettob Patandianan, 
di Jalan Cendarawasih No. 226 Makassar berdasarkan surat kuasa 
khusus yang dibuat tertanggal 23 April 2010, yang telah terdaftar pada 
Panitera Pengadilan Agama Makassar dengan No. W20-
A1/Sku.148/Hk.05/V/2010/PA.Mks, selanjutnya sebagai Termohon 
Konvensi/Penggugat Rekonvensi.  
 
2. Tentang Duduknya Perkara 
a. Bahwa pemohon telah menikah dengan termohon pada tanggal 15 
Februari 2008 di depan penghulu/pegawai pencatat nikah pada Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dengan 
Nomor 096/32/II/2008 tanggal 11 Februari 2008, dan setelah akad 
nikah termohon mengucapkan janji Ta‟lik Talak. 
b. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan termohon telah tinggal 
bersama di rumah kos di Jalan Jampea Kota Makassar sampai tanggal 
18 Februari 2010. 
c. Bahwa selama hidup bersama tersebut pemohon dengan termohon 
sudah melakukan hubungan suami istri (ba’daduhul) dan telah 
dikaruniai satu orang anak yaitu Anak Pemohon dan Termohon yang 
lahir pada tanggal 6 Juni 2008.  
d. Bahwa sejak awal bulan Februari 2010, rumah tangga pemohon dan 
termohon mulai goyah. Pemohon dan termohon terjadi perselisihan 
dan pertengkaran terus-menerus.  
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e. Bahwa dalam pertengkaran yang terjadi pada tanggal 18 Februari 
2010, termohon telah mengusir pemohon dari rumah. 
f. Bahwa pemohon merasa rumah tangganya dengan termohon sudah 
tidak bisa dipertahankan lagi, karena berbagai upaya untuk mengajak 
termohon rukun kembali dengan melibatkan pihak keluarga tidak 
berhasil, hingga akhirnya menyepakati untuk melakukan gugatan cerai 
di Pengadilan Agama tertanggal 19 Maret 2010 dengan Nomor 
Perkara: 339/Pdt.G/2010/PA.Mks.  
g. Bahwa dalam gugatan cerai yang diajukan oleh pemohon, adapun hal-
hal yang menjadi tuntutannya adalah: 
1) Mengabulkan permohonan pemohon. 
2) Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj‟I kepada 
termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar. 
3) Menetapkan anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon 
adalah di bawah pemeliharaan (hadhanah)/hak asuh diserahkan 
kepada pemohon. 
4) Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-
undangan.  
h. Selanjutnya, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan 
Termohon datang menghadap di persidangan dan masing-masing 
didampingi kuasa hukumnya. Bahwa di dalam persidangan Majelis 
Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara 
namun dinyatakan gagal. 
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i. Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban 
secara tertulis tertanggal 13 Mei 2010. Bahwa selain mengajukan 
jawaban, termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi. 
j. Bahwa dalam jawaban dari termohon menuntut agar Majelis Hakim 
menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya 
menyatakan tidak dapat diterima. Dalam gugatan rekonvensi 
mengajukan tuntutan sebagai berikut: 
1) Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya. 
2) Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat 
Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak 
Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat 
Rekonvensi. 
3) Mengabulkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa: 
a) Nafkah lahir Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 13.500.000,00 
(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) 
b) Nafkah anak sebesar Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus 
ribu rupiah) 
c) Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu 
rupiah). 
k. Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut maka 
pemohon/tergugat rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi dan 
jawaban dalam rekonvensi tertanggal 24 Mei 2010. 
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l. Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut maka 
termohon konvensi/penggugat rekonvensi mengajukan duplik konvensi 
dan replik konvensi secara tertulis tertanggal 31 Mei 2010. 
m. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, pemohon/tergugat 
rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti dan saksi-saksi. 
n. Selanjutnya berdasarkan proses sidang beserta alat bukti dan 
kesaksian maka hakim menyampaikan pertimbangannya dan 
memberikan keputusan yakni sebagai berikut: 
Dalam konvensi: 
1) Mengabulkan permohonan Pemohon; 
2) Mengizinkan Pemohon, Erick Kokasim bin Roby untuk 
mengikrarkan talak satu raj‟i terhadap Termohon, Hasriani binti 
Sance; 
3) Menetapkan anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon 
tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan pemohon. 
Dalam rekonvensi: 
1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; 
2) Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada penggugat 
dengan rincian sebagai berikut: 
a) Nafkah lahir sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu 
rupiah); 
b) Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu 
rupiah). 
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3) Menyatakan tidak menerima selebihnya.  
 
B. Pertimbangan Suami Mengajukan Tuntutan Hak Asuh Anak 
Dalam suatu perceraian antara suami dan istri, terdapat beberapa 
hal yang menjadi akibat dari perceraian tersebut yang termaktub dalam 
Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut:  
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :  
a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah 
dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka 
kedudukannya digantikan oleh: 
1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;  
2. ayah;  
3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;  
4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;  
5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari 
ayah.  
b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan 
hadhanah dari ayah atau ibunya;  
c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin 
keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah 
dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat 
yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak 
hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah 
pula;  
d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung 
jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya 
sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 
tahun)  
e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah 
anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan 
huruf (a),(b), dan (d);  
f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya 
menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan 
anak-anak yang tidak turut padanya. 
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Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa bila terjadi perceraian maka hak asuh anak yang belum mumayyiz 
akan menjadi hak ibu. Dengan kata lain, suami selaku ayah dari anak 
yang belum mumayyiz tidak memiliki kesempatan untuk memiliki hak asuh 
anak, suami hanya berkewajiban menanggung biaya hadhanah. Namun, 
sebagai orang tua yang juga memiliki kasih sayang dan mengkhawatirkan 
perkembangan anaknya, seorang ayah juga merasa berhak atas 
pengasuhan anaknya sehingga terkadang terjadi perebutan hak asuh 
anak yang selanjutnya menjadi tugas dari pengadilan untuk menentukan 
siapa yang berhak memperoleh hak asuh anak.  
Dalam perkara perceraian antara Erick Kokasim bin Roby dengan 
Hasriani binti Sance juga terjadi perebutan hak asuh anak. Erick Kokasim 
bin Roby sebagai suami merasa lebih berhak memperoleh hak asuh 
anaknya yang pada saat itu berusia 2 tahun dibandingkan istrinya. Erick 
Kokasim bin Roby sebagai suami beranggapan bahwa istrinya tidak 
memiliki waktu yang banyak untuk mengasuh anaknya dikarenakan 
pekerjaan istri sebagai piar servis di Hotel Quality Makassar yang 
menyebabkan istri jarang pulang ke rumah dan kalaupun pulang pada 
saat dini hari (Titi S. Slamet sebagai kuasa hukum Erick Kokasim bin 
Roby, wawancara pada tanggal 19, Februari 2013). 
Selain itu, suami juga sangat mengkhawatirkan kondisi anak 
mengingat pergaulan istri yang mengarah kepada pergaulan narkoba. 
Suami merasa takut akan perkembangan jiwa dan masa depan anaknya 
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jika anak berada dalam pengasuhan istri dikarenakan istri tidak 
mencerminkan sikap yang baik sebagai ibu panutan anak (Titi S. Slamet 
sebagai kuasa hukum Erick Kokasim bin Roby, wawancara pada tanggal 
19, Februari 2013). 
Suami merasa lebih berhak memperoleh hak asuh anak 
dikarenakan anak selama ini diasuh oleh orang tua suami karena istri 
yang bekerja di Hotel Quality sebagai piar servis hingga dini hari sehingga 
anak jarang memperoleh kasih sayang seorang ibu dan tidak memiliki 
waktu untuk mengurus anaknya (Titi S. Slamet sebagai kuasa hukum 
Erick Kokasim bin Roby, wawancara pada tanggal 19, Februari 2013). 
Bahwa anak dari Erick Kokasim bin Roby dengan Hasriani binti 
Sance pada saat proses perceraian berada dalam asuhan suami karena 
kesanggupan suami membiayai dengan segenap kemampuan dan 
sanggup memberikan kasih sayang dan mampu memberikan pendidikan 
akhlak yang baik. Suami beranggapan bahwa anak tidak pantas berada di 
bawah pengasuhan ibunya dikarenakan sikap dan tingkah laku istri sangat 
memalukan di mata masyarakat sehingga demi masa depan dan 
perkembangan jiwa anak, suami menuntut hak asuh anak diberikan 
kepadanya mengingat masa depan anak tersebut lahir batin adalah 
tanggung jawab dari suami (Titi S. Slamet sebagai kuasa hukum Erick 
Kokasim bin Roby, wawancara pada tanggal 19, Februari 2013). 
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C. Pertimbangan Hakim Mengabulkan Tuntutan Hak Asuh Anak yang 
Diajukan oleh Suami 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 
41 huruf a memaparkan sebagai berikut: 
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau 
bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, 
semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada 
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan 
memberi keputusannya; 
 
Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 huruf e 
menyatakan bahwa:  
Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah 
anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan 
huruf (a),(b), dan (d).  
 
Sedangkan, yang termaktub dalam huruf a memaparkan sebagai 
berikut:  
Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan 
ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka 
kedudukannya digantikan oleh: 
1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;  
2. ayah;  
3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;  
4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;  
5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari 
ayah.  
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka hakim apabila 
diperhadapkan dengan permasalahan hadhanah seyogyanya memberikan 
hak asuh anak kepada ibunya. Namun, dalam perkara perebutan hak 
asuh anak antara Erick Kokasim bin Roby dengan Hasriani binti Sance 
yang tertuang dalam putusan No. 339/Pdt.G/2010/PA Mks memenangkan 
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suami sebagai pemegang hak asuh anak sehingga perlu dipertanyakan 
hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga memutuskan 
demikian.  
Berdasarkan wawancara peneliti pada tanggal 5 Maret 2013, H. 
Mustamin Dahlan sebagai hakim yang menangani perkara tersebut 
memamparkan bahwa adapun pertimbangan hakim memutuskan untuk 
memberikan hak asuh anak kepada suami (Erick Kokasim bin Roby) 
adalah dikarenakan tidak adanya kesempatan istri untuk merawat 
anaknya dikarenakan pekerjaan istri sebagai piar servis di Hotel Quality 
hingga dini hari, sedangkan Suami bekerja di sebuah rumah makan 
membantu orang tuanya sehingga lebih memiliki banyak waktu untuk 
mengurus anaknya. 
Selain itu, pada saat persidangan berlangsung didukung oleh saksi-
saksi yang menyatakan bahwa istri selalu pulang pada pagi hari, dan jika 
pulang hanya untuk tidur sehingga kesempatan untuk merawat anaknya 
tidak ada (H. Mustamin Dahlan sebagai Hakim yang menangani perkara 
Erick Kokasim bin Roby dengan Hasriani binti Sance, wawancara pada 
tanggal 5, Maret 2013). 
Hal yang juga menjadi pertimbangan adalah bahwa Istri 
mengkonsumsi narkoba, melakukan pelayanan tamu hotel sampai siang 
atau malam hari. Istri juga mengakui di persidangan bahwa ia sering 
merokok dan minum minuman keras sehingga melihat kondisi tersebut 
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sangat dikhawatirkan anak akan terpengaruh dengan kondisi ibunya (H. 
Mustamin Dahlan sebagai Hakim yang menangani perkara Erick Kokasim 
bin Roby dengan Hasriani binti Sance, wawancara pada tanggal 5, Maret 
2013). 
Pertimbangan lainnya bahwa berdasarkan pengakuan suami, 
sebagai muallaf ia mulai aktif menjalankan kewajiban agama dan sampai 
hari itu masih memeluk agama Islam. Selain itu, sejak kecil anak berada 
dalam pengasuhan neneknya (orang tua suami) dan sudah sangat dekat 
dengan ayahnya sehingga sangat dikhawatirkan apabila anak tersebut 
berpisah dengan ayahnya akan berpengaruh pada perkembangan dan 
psikologi anak, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim 
memutuskan hak asuh anak berada di tangan suami (H. Mustamin Dahlan 
sebagai Hakim yang menangani perkara Erick Kokasim bin Roby dengan 
Hasriani binti Sance, wawancara pada tanggal 5, Maret 2013). 
Hal yang juga diperhatikan hakim dalam mengambil keputusan ini 
adalah bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak Pasal 3 bahwa perlindungan anak bertujuan 
untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 
martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak 
mulia dan sejahtera (H. Mustamin Dahlan sebagai Hakim yang menangani 
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perkara Erick Kokasim bin Roby dengan Hasriani binti Sance, wawancara 
pada tanggal 5, Maret 2013). 
Hak asuh anak jika terjadi perceraian menurut ketentuan baik 
dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam seharusnya merupakan hak ibunya (istri). Akan 
tetapi, dimungkinkan hak asuh anak merupakan hak ayahnya (suami) 
apabila suami cukup bisa membuktikan sifat/akhlak buruk yang dimiliki istri 
sehingga tidak layak untuk memelihara anak. Selain itu, jika dapat 
dibuktikan bahwa istri selingkuh ataukah istri menelantarkan anak 
(Mahmuddin sebagai Hakim di Pengadilan Agama Makassar, wawancara 
pada tanggal 21, Februari 2013). 
Meskipun memang telah diatur dengan jelas mengenai ketentuan 
pemeliharaan anak jika terjadi perceraian, namun dimungkinkan hakim 
menerapkan lain. Hal ini didasarkan pada asas ius contra legem. Hal ini 
juga dikemukakan oleh M. Yahya Harahap (2011: 858) bahwa apabila 
ketentuan undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan 
umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan, hakim bebas dan 
berwenang melakukan tindakan contra legem yakni mengambil keputusan 
yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan. 
Dalam perkara ini, hakim melakukan tindakan contra legem karena 
dianggap istri tidak dapat memberi contoh yang baik untuk anaknya dan 
demi kepentingan serta masa depan anak maka hak asuh anak diberikan 
kepada suami sebagai ayahnya.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Pertimbangan suami mengajukan tuntutan hak asuh anak adalah 
Erick Kokasim bin Roby sebagai suami merasa lebih berhak 
memperoleh hak asuh anaknya yang pada saat itu berusia 2 tahun 
karena istri tidak memiliki waktu yang banyak untuk mengasuh 
anaknya. Selain itu, suami juga sangat mengkhawatirkan kondisi 
anak mengingat pergaulan istri yang mengarah kepada pergaulan 
narkoba sehingga akan berpengaruh pada perkembangan jiwa dan 
masa depan anaknya jika anak berada dalam pengasuhan istri. 
Suami menuntut hak asuh anak dikarenakan anak selama ini 
diasuh oleh orang tua suami dan pada saat proses perceraian anak 
berada dalam asuhan suami. Suami beranggapan bahwa anak 
tidak pantas berada di bawah pengasuhan ibunya dikarenakan 
sikap dan tingkah laku istri sangat memalukan di mata masyarakat. 
2. Pertimbangan hakim memutuskan untuk memberikan hak asuh 
anak kepada suami (Erick Kokasim bin Roby) adalah suami mampu 
membuktikan sifat/akhlak buruk yang dimiliki istri sehingga tidak 
layak untuk memelihara anak. Selain itu, hakim menerapkan asas 
ius contra legem yang memungkinkan hakim memberikan hak asuh 
anak ke ayah meskipun telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 
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bahwa pemeliharaan anak hak ibunya. Hakim melakukan tindakan 
contra legem karena dianggap istri tidak dapat memberi contoh 
yang baik untuk anaknya dan demi kepentingan serta masa depan 
anak maka hak asuh anak diberikan kepada suami sebagai 
ayahnya.  
 
B. Saran  
1. Orang tua anak baik suami maupun istri sebaiknya menerapkan 
join custody atau pengasuhan bersama agar anak tidak merasa 
kehilangan kasih sayang dari salah satu orang tuanya. 
2. Seyogyanya hakim sebelum mempertimbangkan keadaan istri pada 
saat terjadinya perkara, hakim mempertimbangkan pertistiwa 
sebelum dan setelah terjadinya perkawinan.  
  
73 
DAFTAR PUSTAKA 
 
A. Basiq Djalil. 2006. Peradilan Agama di Indonesia. Kencana: Jakarta.  
 
Abdulkadir Muhammad. 2000. Hukum Acara Perdata Indonesia. Citra 
Aditya Bakti: Bandung.  
 
Amir Syarifuddin. 2009. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara 
Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Kencana: 
Jakarta.  
 
Ann Mitchell. 1986. Psikologi Populer Dilema Perceraian. Terj. Budinah 
Joesoef. 1996. Arcan: Jakarta.  
 
Bambang Sugeng. Sujayadi. Hukum Acara Perdata Dokumen dan Litigasi 
Perkara Perdata. Kencana: Jakarta.  
 
Chatib Rasyid. Syaifuddin. 2009. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan 
Praktik pada Peradilan Agama. UII Press: Yogyakarta.  
 
Cik Hasan Bisri. 2000. Peradilan Agama di Indonesia. PT Raja Grafindo 
Persada: Jakarta.  
 
Darwan Prinst. 2003. Hukum Anak Indonesia. Citra Aditya Bakti: Bandung.  
 
Jaenal Aripin. 2008. Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di 
Indonesia. Kencana: Jakarta.  
 
Maulana Hassan Wadong. 2006. Advokasi dan Hukum Perlindungan 
Anak. Grasindo: Jakarta 
 
M. Yahya Harahap. 2011. Hukum Acara Perdata. Sinar Grafika: Jakarta. 
 
Moh. Taufik Makarao. 2009. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata. Rineka 
Cipta: Jakarta.  
 
Rachmadi Usman. 2006. Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan 
Kekeluargaan di Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta. 
 
Roihan A. Rasyid. 2005. Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru). 
Raja Grafindo Persada: Jakarta.   
 
Sarwono. 2011. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik. Sinar Grafika: 
Jakarta.   
74 
 
Satria Effendi M. Zein. 2010. Problematika Hukum Keluarga Islam 
Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah. 
Kencana: Jakarta.  
 
Septhiany Meryam Saleh. 2012. “Tinjauan Viktimologis terhadap Anak 
Korban Pencabulan di Kabupaten Gowa”. Skripsi Sarjana FHUH. 
Makassar.  
 
Sophar Maru Hutagalung. 2011. Praktik Peradilan Perdata Teknik 
Menangani Perkara di Pengadilan. Sinar Grafika: Jakarta.  
 
Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty 
Yogyakarta: Yogyakarta. 
 
Sukarno Aburaera. 2012. Kekuasaan Kehakiman Indonesia. Arus Timur: 
Makassar.   
 
Sulaikin Lubis, Wismar „Ain Marzuki, Gemala Dewi. 2008. Hukum Acara 
Perdata Peradilan Agama di Indonesia. Kencana: Jakarta.  
 
Zainuddin Ali. 2008. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di 
Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta.  
 
Perundang-Undangan 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Kompilasi Hukum Islam 
Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on The Right of The Child) 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang Perkawinan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan 
Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah 
 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
75 
Publikasi Elektronik 
http://www.damang.web.id/2011/12/perceraian-kompetensi-hak-asuh-
anak.html diakses pada tanggal 1 April 2013 pukul 17.49 WITA .  
 
 
